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I. UMUM 

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas Dokumen 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Pasal 3 

Undang-Undang Bea Meterai menyebutkan bahwa Dokumen yang dikenai 

Bea Meterai dapat berupa Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk 

menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan Dokumen 

yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selain mengatur 

mengenai Dokumen yang dikenai Bea Meterai, Undang-Undang Bea Meterai 

juga mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan 

Bea Meterai. 

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Bea Meterai, Peraturan 

Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup dan jenis dokumen yang 

diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai. Dokumen-

Dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai 

meliputi Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan 

kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam, Dokumen yang 

menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat 

keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial, Dokumen dalam 

rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau 

kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, 
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dan/atau Dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang 

telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik. 

Peraturan Pemerintah ini disusun sedemikian rupa untuk memberi 

kepastian hukum sehingga pihak yang dituju dapat memanfaatkan fasilitas 

pembebasan dari pengenaan Bea Meterai. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sementara waktu” adalah jangka waktu 

tertentu yang disebutkan secara jelas dalam Peraturan 

Pemerintah ini. 

Contoh pemberian fasilitas dari pengenaan Bea Meterai untuk 

sementara waktu antara lain pembebasan Bea Meterai atas 

Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai 

periode penanganan bencana dan pemulihan kondisi sosial 

ekonomi akibat bencana alam. 

Yang dimaksud dengan “selamanya” adalah jangka waktu yang 

tidak terbatas sepanjang Peraturan Pemerintah ini masih berlaku 

dan belum dicabut. 

Contoh pemberian fasilitas dari pengenaan Bea Meterai untuk 

selamanya antara lain pembebasan Bea Meterai atas Dokumen 

dalam rangka mendorong atau melaksanakan program 

pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di 

bidang moneter atau jasa keuangan sampai dengan Peraturan 

Pemerintah ini dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Ayat (1) 

Bea Meterai yang terutang atas seluruh Dokumen yang 

diperlukan dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

melalui program pemerintah di bidang pertanahan untuk 

penanggulangan bencana alam yang diberikan fasilitas 

pembebasan dari pengenaan Bea Meterai antara lain surat 

perjanjian jual-beli, akta notaris, dan tanda penerimaan uang. 

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

longsor.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah suatu persetujuan dengan 

mana seorang penghibah, di waktu hidupnya, menyerahkan 

suatu barang dengan cuma-cuma, tanpa dapat menariknya 

kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima 

penyerahan itu. 

Yang dimaksud dengan “hibah wasiat” adalah suatu penetapan 

khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa 

orang barang tertentu atau semua barang dan macam tertentu; 

misalnya, semua barang bergerak atau barang tetap, atau hak 

pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. 



No. 6761 -4- 

Bea Meterai yang terutang atas seluruh Dokumen yang 

diperlukan dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

baik yang terutang oleh pihak yang menyerahkan tanah dan/atau 

bangunan maupun yang terutang oleh pihak yang menerima 

tanah dan/atau bangunan diberikan fasilitas pembebasan dari 

pengenaan Bea Meterai. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “konfirmasi transaksi (trade confirmation)” 

adalah konfirmasi transaksi efek dari perantara pedagang efek 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan di bidang 

pasar modal. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penyelenggara pasar alternatif” adalah 

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau 

menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi 

efek atas efek bersifat utang dan/atau sukuk antarpengguna jasa 

secara terus-menerus di luar bursa efek. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “konfirmasi pembelian (subscription) 

dan/atau penjualan kembali (redemption)” adalah konfirmasi 

transaksi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan 
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produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif yang 

diterbitkan oleh bank kustodian kepada pemodal. Yang dimaksud 

dengan “produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif” 

antara lain reksa dana, dana investasi real estate, dana investasi 

infrastruktur, dan dana investasi multiaset. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “layanan urun dana” adalah 

penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh 

penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal 

melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 


